BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang penulis temukan selama penelitian skripsi
yang mengenai pertambangan timah rakyat di Pulau Belitung tahun 1991-2005,
maka penulis menyimpulkan bahwa pertambangan timah rakyat dapat menjadi
tumpuan hidup masyarakat karena menganggap bahwa sektor pertambangan
memberikan penghasilan yang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Hasil
yang diperoleh masyarakat pada sektor pertambangan dipergunakan untuk
memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang meliputi pakaian, alat
elektronik, kendaraan pribadi, renovasi tempat tinggal dan lain-lain. Sehingga
masyarakat lebih tertarik untuk bekerja pada sektor pertambangan ini, meskipun
dilapangan membutuhkan keterampilan dan tenaga yang cukup besar. Dalam
sektor pertambangan, masyarakat tidak perlu memiliki latar pendidikan yang
tinggi sebab, pada umumnya penambang belajar berdasarkan pengalaman mereka
ketika di lapangan. Hal tersebut menyebabkan orang awam sekalipun dapat
belajar dengan melihat dan meniru kegiatan yang dilakukan oleh rekannya yang
sudah mahir menambang.

Perkembangan pertambangan timah rakyat di Pulau Belitung terdapat
beberapa pihak yang terlibat didalamnya diantaranya pemodal, pemilik tambang,
pengumpul, supplier/pendukung yang meliputi bahan bakar, pemilik alat berat dan

penjual peralatan pertambangan timah. Kegiatan pertambangan timah di Pulau
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Belitung tidak saja dilakukan oleh masyarakat setempat. Terdapat juga perusahaan
swasta yang mendapat izin dari pemerintah daerah. Pada pertambangan timah di
Pulau Belitung tidak selamanya berjalan lancar, ada masalah-masalah yang
dihadapi oleh penambang rakyat baik itu dari dalam penambang sendiri maupun
dari luar. Masalah yang dihadapi oleh penambang timah rakyat di Pulau Belitung
adalah permodalan, tenaga kerja yang tidak disiplin, persediaan bahan bakar dan
peralatan pertambangan merupakan masalah yang sering terjadi dalam
pertambangan timah di Pulau Belitung. Hal tersebut sering dihadapi oleh para
penambang sehingga pertambangan timah di Pulau Belitung tidak selalu berjalan
lancar.

Selain faktor dari dalam penambang, ada faktor dari luar yang menjadi
tantangan para penambang timah di Pulau Belitung seperti perusahaan swasta dan
Pemerintah Daerah. Kehadiran perusahaan tersebut memberikan dampak yang
buruk terhadap para penambang rakyat. Seiring dengan kehadiran perusahaan
tersebut menimbulkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masyarakat.

Permasalahan tersebut diantaranya pertama, kecemburuan sosial yang
terjadi antara penambang rakyat dengan perusahaan swasta. Penambang rakyat
berharap dengan kehadiran perusahaan tersebut dapat memberikan kehidupan
yang lebih baik dengan cara bekerja pada perusahaan tersebut. Hal tersebut tidak
menjadi kenyataan, sebaliknya perusahaan merekrut karyawannya yang berasal
dari luar daerah. Adapun perekrutan yang dilakukan dengan cara memperhatikan
loyalitas terhadap perusahaan dengan tidak memperhatikan aspek yang lainnya.

Kedua, perluasan kegiatan pertambangan perusahaan swasta yang memasuki
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wilayah pertambangan penduduk. Penduduk di Pulau Belitung mayoritas bekerja
pada sektor pertambangan. Mereka melakukan pertambangan hanya memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari bukan sebagai penumpuk kekayaan. Kegiatan yang
dilakukan oleh perusahaan tersebut membuat lahan pertambangan penduduk
menjadi berkurang dan berdampak kepada pendapatan perekonomian mereka.
Walaupun perusahaan swasta telah melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah
pertambangan penduduk, mereka merasa tidak bersalah karena telah mendapatkan
izin dari pemerintah daerah. Keputusan tersebut jelas menyebabkan berkurangnya
lahan garapan penduduk di sekitar kawasan pertambangan, sementara sebagian
besar masyarakat mengantungkan hidupnya sebagai penambang timah dilahan
yang semakin terbatas karena perluasan area pertambangan oleh perusahaan
swasta.

Permasalahan tersebut sangat terasa dampaknya bagi para penambang.
Lahan mata pencaharian mereka terambil oleh pihak perusahaan swasta.
Akibatnya mereka melakukan aksi demonstrasi kepada perusahaan swasta yang
berujung terjadinya pengrusakan terhadap kantor perusahaan swasta. Selain itu,
masyarakat melakukan pemboikotan jalan menuju ke wilayah pertambangan dan
merusak alat-alat pertambangan milik perusahaan swasta.

Selain perusahaan swasta, Pemerintah Daerah juga pihak yang dihadapi
oleh penambang timah rakyat di Pulau Belitung. Pemerintah mengeluarkan
keputusan bahwa pertambangan timah rakyat yang tidak memiliki izin dilarang
beroperasi karena berpotensi merusak lingkungan. Tetapi, Pemerintah Daerah di

Belitung juga mengeluarkan solusi bagi para penambang yaitu menyediakan lahan
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pekerjaan yang lain seperti berkebun dan nelayan. Hal tersebut tidak dihiraukan
oleh para penambang mereka tetap bekerja pada sektor pertambangan karena
pendapatan yang menjanjikan dan para penambang sebagian besar tidak punya
keahlian dalam berkebun dan berlayar.

Melihat keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan
dominasi yang dilakukan oleh perusahaan swasta maka para pemodal-pemodal
yang berasal dari Pulau Belitung membentuk ASTIRABEL. ASTIRABEL
bertujuan untuk membantu para penambang rakyat dalam hal mengurus perizinan
sehingga mereka tidak disebut sebagai penambang illegal. = Dalam
perkembangannya, ASTIRABEL juga melakukan usaha-usaha seperti cuci motor,
wartel dan warung.

ASTIRABEL membentuk smelter yaitu pemprosesan biji timah menjadi
bentuk batangan yang nantinya akan dikirim kepada PT. Timah yang berada di
Jakarta. Bagi penambang rakyat, pembentukan ASTIRABEL bukan semata-mata
hanya menampung timah yang dihasilkan oleh mereka saja, tetapi juga para
penambang bhisa mengajukan pinjaman uang kepada ASTIRABEL dengan
ketentuan pembayaran dipotong dari penjualan harga timah mereka. ASTIRABEL
pada perkembangannya memiliki perananan seperti koperasi bagi para penambang
rakyat. Kemajuan yang dicapai ASTIRABEL semakin membuka wawasan
bagaimana pertambangan rakyat dapat menghasilkan nilai lebih sehingga

keuntungan yang diperoleh akan semakin besar.
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5.2 Saran

Pemerintah Daerah seharusnya dapat membantu penambang rakyat dengan
memberikan izin pertambangan kepada mereka. Penambang sangat sulit untuk
mendapatkan perizinan tetapi perusahaan swasta sangat mudah untuk mendapat
izin dalam melakukan proses pertambangan di Pulau Belitung. Seharusnya,
pemerintah lebih mengprioritaskan penambang rakyat karena mereka mengambil
timah bukan untuk menimbun kekayaan tatapi hanya memenuhi kebutuhan hidup.

Tindakan yang dilakukan perusahaan swasta harusnya mempekerjakan
masyarakat sebagai karyawannya. Hal itu menunjukan bahwa kepedulian dari
perusahaan swasta untuk penduduk disekitar. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan
oleh perusahaan swasta. Penambang rakyat melakukan pengrusakan terhadap
kantor dan alat pertambangan milik perusahaan swasta, dan menurut saya hal itu
sangat wajar karena melihat kegiatan yang dilakukan perusahaan swasta membuat
para penambang sulit untuk mencari timah di daerahnya sendiri.

Pembentukan ASTIRABEL sangat tepat karena dapat membantu
penambang timah rakyat. Saya berharap untuk kedepannya pemerintah daerah
langsung turun tangan dalam pertambangan timah di pulau Belitung. Prioritas
utama adalah penambang rakyat yaitu masyarakat di Pulau Belitung dan jangan
ada lagi perusahaan swasta yang masuk di Pulau Belitung karena ditakutkan akan

terjadi hal yang sama seperti waktu sebelumnya.
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